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Abstrak

Obat Bahan Alam (OBA) menjadi alternatif pengobatan yang paling diminati oleh masyarakat karena
harganya yang relatif murah dan klaimnya sebagai bahan alami, namun dalam peredarannya di Kota
Pekanbaru, kerap ditemukan praktik penyelewengan khasiat jamu dengan penambahan Bahan Kimia
Obat (BKO) secara ilegal untuk memberikan efek instant pada tubuh. Dalam PERMENKES RI No 007
Tahun 2012, penambahan BKO secara ilegal telah dilarang keras karena dapat membahayakan
kesehatan, untuk itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru bertugas untuk
mengawasi peredaran OBA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengawasan BBPOM terhadap peredaran OBA di Kota Pekanbaru dan faktor
penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus, pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan peredaran OBA
oleh BBPOM sudah cukup baik, namun belum tuntas memutus rantai peredaran produk berbahaya
tersebut. Keterbatasan SDM, pola pengawasan, tingginya pertumbuhan sarana distribusi, serta minat
masyarakat menjadi faktor penghambat pengawasan.
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PENDAHULUAN

Di Kota Pekanbaru obat bahan alam atau obat tradisional telah dipercaya turun-
temurun dapat mencegah dan mengobati penyakit, karena dinilai lebih alami, dengan harga
yang terjangkau serta mudah didapatkan. Tingginya minat konsumtif masyarakat terhadap
obat bahan alam ini membuat praktik penyelewengan khasiat jamu dengan penambahan
Bahan Kimia Obat (BKO) semakin marak dan mengancam keselamatan masyarakat
khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, karena tingkat temuan OBA mengandung BKO terus
mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya
pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, obat
bahan alam berbahaya tersebut masih terus beredar dan dapat diakses dengan mudah di
sarana distribusi-nya. Sehingga dari latar belakang tersebut dijelaskan beberapa fenomena
yakni banyaknya peredaran OBA mengandung BKO dan tanpa izin edar (ilegal) dijual bebas di
Kota Pekanbaru, obat bahan alam mengandung BKO yang ditemukan di Pekanbaru
menunjukkan pola pengulangan yang konsisten dari tahun ke tahun, banyaknya obat bahan
alam mengandung BKO yang memiliki NIE sebelum masuk dalam public warning, dan
ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran produsen maupun masyarakat terhadap bahaya
mengkonsumsi OBA ilegal dan mengandung BKO.

Penelitian terdahulu dengan pembahasan serupa juga menyoroti bahwa peredaran obat
bahan alam di Kota Pekanbaru masih menjadi masalah krusial karena tingginya minat
masyarakat terhadap khasiat cespleng (cepat) yang ditimbulkan dari penambahan BKO
kedalam obat bahan alam. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokeran UGM
bersama BPOM pada tahun 2016 juga menyoroti bahwa khasiat cespleng tersebut dapat
menimbulkan gagal ginjal akut dengan perkiraan beban penyakit senilai Rp. 562 juta hingga
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Rp. 200 miliar per-tahun (Rahma & Asti, 2024). Pada penelitian sebelumnya belum ditemukan
pembahasan lebih dalam mengenai pengawasan yang dilakukan BBPOM Pekanbaru terhadap
peredaran obat bahan alam mengandung BKO atau ilegal yang ada di depot jamu, toko obat
maupun apotek mengingat sarana tersebut menjadi tempat yang paling sering ditemui
mengedarkan obat bahan alam berbahaya (ilegal) sehingga hal ini menjadikan kesenjangan
pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan obat
bahan alam yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat dari
pengawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan di BBPOM Pekanbaru sebagai UPT yang
mengawasi peredaran obat bahan alam di wilayah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan jumlah informan
adalah 8 orang yang dipilih dengan kualifikasi tertentu dan paham dengan topik penelitian.
Analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahapan yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi
(Nursapia Harahap, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Pengawasan peredaran obat bahan alam yang dilakukan oeh BBPOM di Pekanbaru
dilakukan melalui pre-market (sebelum beredar) dan post-market (sesudah beredar). Dua
tahapan tersebut dilaksanakan pada sarana distribusi dan produksi yang ada di wilayah
Provinsi Riau meliputi 6 Kabupaten dan Kota. Di Kota Pekanbaru sendiri, pengawasan lebih
dimaksimalkan pada sarana distribusi obat bahan alam karena jumlahnya yang kian
bertambah. Secara keseluruhan pengawasan peredaran obat bahan alam yang dilakukan oleh
BBPOM Pekanbaru melibatkan beberapa fungsi diantaranya, fungsi inspeksi sebagai aktor
utama pengawasan yang melakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi dan produksi, fungsi
sampling yang melakukan proses pengujian, fungsi penindakan yang berperan sebagai PPNS
BBPOM Pekanbaru jika ditemukan penyimpangan yang memerlukan gelar kasus, serta fungsi
infokom sebagai pengawas iklan dan pendampingan edukasi masyarakat maupun pelaku
usaha.

Pembahasan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti hasil penelitian
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Menetapkan alat pengukur standar
Dalam konteks pengawasan obat bahan alam, UU No 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan memuat prinsip atau pokok yang menjadi dasar hukum utama dan sebagai
tindak lanjut BPOM mempunyai peraturannya sendiri yang lebih detail tentang teknis
pelaksanaan pengawasan. Pengawasan pre-market obat bahan alam (sebelum beredar),
distandari oleh CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sebagaimana
dijelaskan dalam PerBPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik, dalam peraturan ini dijelaskan aspek-aspek yang harus diraih dalam
CPOTB bagi IOT (Indusri Obat Tradisional) dan IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam).
Diantara aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Gambar 5.2 Aspek-aspek yang diatur CPOTB
Sumber: Olahan Peneliti, 2025

. Menilai (Evaluate)

Melakukan pembandingan antara standar dan pelaksanaan maka dapat diketahui
apakah terjadi penyimpangan atau tidak, gap tersebutlah yang akan menjadi bahan
evaluasi kedepannya. Hasil dari pelaksanaan dilapangan tersebut dapat diperoleh melalui
dua cara yaitu laporan tertulis di sarana produksi atau distribusi dan hasil pengawasan
langsung dari BBPOM di Pekanbaru. Secara sederhana proses penilaian atau pengawasan
yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut:

Apotek/Toko

IEBA é IOT/UKOT % PBE/PBOT _é Obat/Pengecer

Penyimpangan
Minor/Mayor/Kritis

Sanksi

Administrasi

Gambar 5.3 Alur Penilaian sarana produksi/distribusi OBA
Sumber: Olahan Peneliti. 2025

Melalui pengawasan inilah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru
melakukan penilaian antara standar sarana distribusi obat bahan alam dengan kondisi
pelaksanaan yang ditemukan dilapangan serta memastikan tidak ada kesenjangan atau
penyimpangan. Penilaian-penilaian tersebut kemudian akan dikelompokkan menjadi
beberapa kategori yaitu temuan minor untuk jenis temuan penyimpangan ringan, mayor
untuk jenis temuan penyimpangan sedang, dan kritis untuk jenis penyimpangan berat.
Hasil dari pengklasifikasian penyimpangan tersebut akan menentukan tindakan korektif
atau sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku penyimpangan.
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3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam peredaran obat bahan
alam mengandung BKO khususnya di sarana distribusi, BBPOM di Pekanbaru melakukan
wawancara kepada pemilik sarana distribusi terkait suplai produk. Dalam pengawasan di
sarana distribusi, BBPOM di Pekanbaru juga dapat memperoleh alamat produsen yang
membuat produk berbahaya tersebut melalui pengecekan nomor bets yang terdapat pada
kemasan produk, setelah mengetahui alamat produsen maupun distributor pemasok
produk barulah dilakukan koordinasi lanjutan bila diperlukan. Selain menggunakan teknik
pendekatan wawancara, untuk menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam
peredaran obat bahan alam di Pekanbaru, Balai Besar POM Pekanbaru telah memiliki
analisis risiko-nya sendiri. Sehingga BBPOM di Pekanbaru dapat mengidentifikasi
kekurangan dan penyimpangan yang terjadi serta melakukan tindakan solutif untuk
mengatasinya. Selain menggunakan teknik pendekatan wawancara, Balai Besar POM
Pekanbaru juga telah memiliki analisis risiko-nya sendiri. Sehingga BBPOM di Pekanbaru
dapat mengidentifikasi kekurangan dan penyimpangan yang terjadi serta melakukan
tindakan solutif untuk mengatasinya. Hal ini disebut sebagai manajemen risiko yang
mengacu pada ISO (International Organization for Standardization) 9001:2015.

4. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditemukan beberapa faktor
penghambat dalam pengawasan peredaran obat bahan alam oleh Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Pekanbaru, dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan sumber daya manusia, perbandingan yang tidak sinkron antara luas
wilayah pengawasan, jumlah sarana yang diawasi dengan SDM yang dimiliki sangat
memungkinkan menimbulkan celah pengawasan yang signifikan.

b. Banyaknya sarana peredaran tersembunyi, tingkat pertumbuhan jumlah sarana
distribusi yang terus berkembang, serta pengawasan BBPOM Pekanbaru yang masih
berfokus pada sarana yang sudah legal saja, sehingga cenderung lebih sulit menjangkau
sarana distribusi yang tidak terdata.

c. Lemahnya koordinasi antar sektor, upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang
dilakukan BBPOM di Pekanbaru, kepada UPT Badan POM didaerah lain untuk memutus
rantai pemasaran obat bahan alam ilegal berbahaya dinilai lemah karena melihat
masifnya suplai produk dari daerah tersebut sampai saat ini.

d. Kurang masifnya KIE yang diberikan BBPOM Pekanbaru, BBPOM di Pekanbaru belum
sepenuhnya mampu menjalankan program KIE secara proaktif dan terjadwal, melainkan
cenderung reaktif karena ketergantungan pada undangan pihak eksternal dan perayaan
hari besar menyebabkan jangkauan edukasi menjadi terbatas dan tidak merata.
Sehingga hal ini menimbulkan tingginya minat masyarakat terhadap obat bahan alam.
Efek instant yang ditawarkan menjadi selling point (nilai jual) yang menggiurkan bagi
masyarakat, disertai dengan rendahnya tingkat kepatuhan sarana terhadap syarat edar
obat bahan alam yang aman dan bermutu membuat peredaran obat bahan alam
berbahaya tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pengawasan BBPOM di Pekanbaru telah memenuhi standar legalitas dan alat ukur yang
jelas, dibuktikan dengan tersedianya peraturan perundangundangan dari tingkat Undang-
Undang hingga PerBPOM yang mengatur segala teknis yang berkaitan dengan peredaran obat
bahan alam namun, kinerja BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan belum
mencapai titik optimal dikarenakan menghadapi tantangan sumber daya yang signifikan,
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dibuktikan dengan alokasi 12 petugas inspeksi yang harus mengawasi enam kabupaten/kota,
sementara di saat bersamaan terdapat angka ketidakpatuhan sarana distribusi (TMK) yang
sangat tinggi. Permintaan konsumen yang tinggi terhadap OBA mengandung BKO berkhasiat
instant (cespleng) secara berkelanjutan memicu munculnya pasokan ilegal baru. Sementara
itu, proses tindak lanjut pengawasan menghadapi kendala birokrasi dan prosedur yang
disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga terkait, sehingga mengurangi daya paksa
hukum dan efektivitas pencegahan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan penyesuaian
lanjutan dari pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru serta penguatan sinergi antar
UPT BPOM untuk memaksimalkan pengawasan obat bahan alam di Kota Pekanbaru.
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